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Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di 

Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara. 

2. Barang Inventaris 

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat 

dilihat dalam Kartu Inventaris Barang. Barang Inventaris yang dimiliki oleh 

Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi antara lain sebagai 

berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jml Jml Jml Jml Jml Jml

1 Mobil Dinas  1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0

2 Motor Dinas 2  2  0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0

3 PC/Komputer 26  17  9 18 9 9 25 19 6 14 14 0 24 13 11 14 0 0

4 Laptop 31  18  13 41 18 23 28 20 8 18 18 0 33 18 15 12 0 0

5 LCD Projector 6  3  3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0

6 Printer 30  25  5 18 9 8 27 17 10 16 16 0 27 11 16 11 0 0

7 Camera 6  3  3 4 4 0 11 11 0 1 1 0 4 0 4 2 0 0

8 Handy Cam 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 2 2 2 0

Itban JU

Kondisi

Itban KS

Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi

Itban JT

Kondisi
No Uraian

Itban JP Itban JS Itban JB

Tabel 1. 2 Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris 











































































































 

 

 

 

  

PENUTUP 

 
 

KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 B 
A B 



    BAB 4. PENUTUP 
 

66 
 

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan 

pokok sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai target yang 

telah ditetapkan sebagai dukungan pencapaian target Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terdapat permasalahan 

sehingga diperlukan strategi baru untuk mengatasi hal tersebut. 

 

 

 

  Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2021, yakni: 

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat; 

2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan Sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan, selama periode 

tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 13 (tiga 

belas) sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator sasaran; 

3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat 

Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat 

Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten 

mempunyai personil/pegawai posisi sampai 

dengan tanggal Jumlah pegawai di Inspektorat 

Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 

2021 adalah 277 pegawai; 

4. Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada 

Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sasaran 

yaitu : Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan 

Sasaran Operasional. Sasaran Strategis terdiri dari 12 (dua belas) indikator 

sasaran. Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional masing-masing terdiri dari 

4 (empat) dan 3 (tiga) indikator sasaran. 

KESIMPULAN 
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5. Indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan target dari indikator 

sasaran ini yaitu 91, namun sampai dengan laporan ini selesai hasil Evaluasi 

Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum 

diperoleh; 

6. Indikator sasaran “Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu WTP dan realisasi WTP 

sehingga capaian yang diperoleh 100%, dengan ini Inspektorat berhasil 

mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan; 

7. Indikator sasaran “Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” 

Target dari indikator sasaran ini yaitu A (81), namun sampai dengan laporan ini 

selesai masih dilakukan penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB; 

8. Indikator sasaran “Tingkat Maturitas SPIP” dengan target dari indikator sasaran 

ini yaitu Level 3 dan realisasi Level 3 sehingga capaian yang diperoleh 100%, 

dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator kinerja yang telah 

diperjanjikan; 

9. Indikator sasaran “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”. Target dari 

indikator sasaran ini yaitu 91% dan realisasi 97,64%, dengan ini Inspektorat 

berhasil melebihi mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan; 

10. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan 

Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor 

(38)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

11. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor 

39”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

12. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% 

dengan realisasi 100%; 

13. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan 

Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management 

(CRM) nomor (60)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan 

realisasi 100%; 
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14. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas 

Kinerja Pemerintahan nomor (61)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% 

dengan realisasi 100%; 

15. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan 

Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)”. Target dari indikator sasaran ini 

yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

16. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE 

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)”. Target dari indikator 

sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

17. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE 

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)”. Target dari indikator 

sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

18. Indikator sasaran “Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas 

kegiatan yang dibiayai PEN”. Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% 

dengan realisasi 100%; 

19. Indikator sasaran “Persentase Pemanfaatan E-Order”. Target dari indikator 

sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

20. Indikator sasaran “Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik 

program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. 

Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

21. Indikator sasaran “Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021”. Target dari 

indikator sasaran ini yaitu A (81) dan realisasi AA (95,04), dengan ini 

Inspektorat berhasil melebihi mencapai indikator sasaran yang telah 

diperjanjikan; 

22. Indikator sasaran “Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan 

Gubernur” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu 100%. Namun, Pada 

tahun 2021, tidak terdapat Arahan Gubernur yang perlu ditindaklanjuti oleh 

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; 

23. Indikator sasaran “Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat”. 

Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%; 

24. Indikator sasaran “Persentase progress penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)”. Target dari indikator 

sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%.  
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Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka 

perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses 

pencapaian kinerja sebagai berikut: 

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka 

mempertahankan opini LKPD yang WTP; 

2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen 

keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah; 

3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan 

opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi 

yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya dan dilakukan 

pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan 

pengelolaan barang milik daerah; 

4. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan 

menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen 

kinerja dan penerapan SAKIP; 

5. TAPD harus bersinergi dalam 

pengendalian proses perencanaan 

pembangunan daerah dan memberikan 

pemahaman yang intensif kepada 

perangkat daerah pentingnya kendali 

secara berjenjang di instansinya dalam 

proses perencanaan penganggaran; 

6. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP 

kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam 

menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN 

& RB; 

7. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan 

diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen 

kinerja; 

STRATEGI MENDATANG 
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8. Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Provinsi 

DKI Jakarta akan melakukan upaya sebagai berikut : 

a. Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk 

menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh 

Inspektorat yaitu Sistem Informasi Penilaian Risiko dan Pengendalian 

(SIPERISAI), terutama untuk menilai risiko terhadap program atau kegiatan 

yang strategis atau prioritas guna meminimalisir dampak yang 

kemungkinan akan terjadi, khususnya kerugian daerah atau tindak pidana 

korupsi. 

b. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa pada Perangkat 

Daerah dengan melibatkan instansi terkait (LKPP, BPKP, BPSDM dan 

BPKD)  

c. Membentuk Tim Pengawasan Klinik Konsultasi Tahun 2021 guna 

peningkatan kualitas pelayanan Klinik Konsultasi. 

9. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan 

Pengedalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat; 

10. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP 

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

 


